SALINAN

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang :

Mengingat

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap
Desa;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, terdapat
perubahan mekanisme dan tahap penyaluran dana desa, perlu
di lakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa Di Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran
2016 (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 Nomor
S);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor S5 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa Di Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran
2016;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan
(Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor
01);

Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di
Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah
Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN
ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun
2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Di Kota Padangsidimpuan Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun
2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut:
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Ketentuan Bab III Penyaluran dan Prioritas Dana Desa, Pasal
8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 8

(1) Penyaluran dana desa dilakukan melalui

pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.

(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di
RKUD.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh
persen); dan

b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat
puluh persen).

(4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan:

a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Walikota;

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan

c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan
laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a dan b kepada Walikota paling lambat minggu
kedua bulan April.

(5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan:

a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I
kepada Walikota;

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I
sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan
paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan
sebesar 50% (limapuluh per seratus); dan

c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
penggunaan Dana Desa Tahap [ sebagaimana
dimaksud pada huruf a kepada Walikota paling lambat
minggu kedua bulan Juli.

(6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun
dianggarkan dalam APBDesa.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

a. pemenuhan kebutuhan dasar;

b. pembangunan sarana dan prasarana desa;

c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan.

(2) Prioritas pengunaan Dana Desa untuk pemberdayaan
masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan
kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya
ekonomi, sejalan dengan pencapaian target Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap
tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

a. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;

b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang
dikembangkan oleh BUM Desa maupun kelompok
usaha masyarakat Desa lainnya;

c. pembentukan dan peningkatan kapasitas kader
pemberdayaan masyarakat Desa;

d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi
paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada
warga masyarakat Desa;

e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan masyarakat
pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan;
dan

f. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
1) kelompok usaha ekonomi masyarakat;

2) kelompok perempuan;

3) kelompok tani;

4) kelompok masyarakat miskin;

5) kelompok pengrajin;

6) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
7) kelompok pemuda; dan

8) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

(3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan  dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya dan bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja
dari masyarakat Desa setempat.

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
setelah mendapat persetujuan Walikota.

(2) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan
Desa mengenai APBDesa.

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Walikota memastikan pengalokasian Dana
Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah
terpenuhi dan/atau kegiatan pembangun dan
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 10
Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember.
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5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 12

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa
setiap tahap Kepada Walikota.

(2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I,
Tahap II dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Desa Tahunan kepada Walikota.

(3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:

a. tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun
anggaran berjalan;

b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan
Desember tahun anggaran berjalan; dan

c. laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan
paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun
anggaran berikutnya.

(4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13

(1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa dalam hal
Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau
laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

(2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai
dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan
realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.

(3) Walikota mengurangi penyaluran dana desa dalam hal
ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang
mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

(4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30%
(tigapuluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima
Desa.

(5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Walikota kepada
Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan.
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Pasal 1I

Pasal 14
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan
Walikota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota
Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2016 Nomor 5), masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 15
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 9 Mei 2016

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,
Ttd.
ANDAR AMIN HARAHAP
Diundangkan di Padangsidimpuan

pada tanggal 10 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.
ZULFEDDI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016 NOMOR 25




